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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 2009 

TENTANG 
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha 
Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan 
asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia 
yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan 
masyarakat; 

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu 
diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan 
manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat 
terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan 
berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, 
utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; 

c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi 
daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di 
bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini 
sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;  

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1 Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, 
benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya 
ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 

2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan 
hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan 
penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, 
medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan 
pakan. 

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun 
yang di habitatnya. 

4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau 
seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 

5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai 
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang 
terkait dengan pertanian. 

6. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang 
masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara 
oleh manusia.  

7. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik 
yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, 
baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, 
atau spesies baru. 

8. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan 
yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. 

9. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan 
industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner. 

10. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai 
sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk 
dikembangbiakkan. 

11. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan 
dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat 
diwariskan pada keturunannya. 
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12. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit 
yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi. 

13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar 
dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, 
pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan 
kemaslahatan manusia. 

14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang 
melakukan usaha peternakan. 

15. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan 
dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. 

16. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan 
jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. 

17. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan 
menghilangkan atau menghambat fungsinya. 

18. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat 
reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan 
menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. 

19. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi 
genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai 
tujuan tertentu. 

20. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang 
telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang 
teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat. 

21. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk 
dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan. 

22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah 
maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan 
hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 

23. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan 
lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah 
maupun yang belum diolah. 

24. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan 
Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang 
diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga 
ternak dapat leluasa berkembang biak. 
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25. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di 
bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit 
hewan. 

27. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan. 

28. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan 
yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang 
bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter 
hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari 
mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan 
pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di 
lapangan. 

29 – 49 dst....... 

 

BAB IV 

PETERNAKAN 

Bagian Kesatu 

Benih, Bibit, dan Bakalan 

 

Pasal 13 

(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan 
dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi 
kerakyatan. 

(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan 
dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk 
menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. 

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum 
berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. 

(4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau 
bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan 
tertentu. 

(5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau 
yang ditunjuk oleh Menteri. 
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Pasal 14 

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong 
ketersediaan benih dan/atau bibit yang bersertifikat dan melakukan 
pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan. 

(2) Pemerintah membina pembentukan wilayah sumber bibit pada wilayah yang 
berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman 
jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi. 

(3) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Menteri dengan mempertimbangkan jenis dan rumpun ternak, agroklimat, 
kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 15 

(1) Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat 
dilakukan untuk: 

a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; 

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau 

d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. 

(2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan 
kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina 
hewan serta memerhatikan kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 

(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari 
Menteri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 16 

(1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam 
negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin. 
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(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan 
perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. 

 

Pasal 17 

(1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur 
murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau 
aplikasi bioteknologi modern. 

(2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan tidak 
merugikan keanekaragaman hayati; kesehatan manusia, lingkungan, dan 
masyarakat; serta kesejahteraan hewan. 

(3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik harus 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan 
perundangundangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik. 

 

Pasal 18 

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina 
produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak 
produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong. 

(2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan 
penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, 
atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. 

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan dana untuk 
menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh 
masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di 
daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia 
di daerah tersebut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana 
pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Kedua 

Pakan 

Pasal 19 

(1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan 
pakan dan kesehatan ternaknya. 



 289 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk 
mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya. 

(3) Untuk memenuhi kebutuhan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri. 

 

Pasal 20 

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan 
atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara 
terkoordinasi antarinstansi atau departemen. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan 
untuk keperluan budi daya tanaman pakan, pengadaan pakan di dalam negeri, 
dan pemasukan pakan dari luar negeri. 

(3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem 
pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan 
tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan 
perundangundangan di bidang sistem budi daya tanaman. 

(4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan 
pangan, Pemerintah mengutamakan bahan baku pakan lokal. 

(5) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari 
organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati. 

 

Pasal 21 

Menteri menetapkan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan 
biologis pada pakan dan/atau bahan pakan. 

 

Pasal 22 

(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan 
secara komersial wajib memperoleh izin usaha. 

(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar 
atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi 
ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri. 

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan 
peraturan perundangundangan.  

(4) Setiap orang dilarang: 



 290

Analiais Kebijakan Pertanian. Volume 7 No. 3, September 2009 : 283-295 

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi; 

b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung 
bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau 

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik 
imbuhan pakan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 23 

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau 
dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. 

 

Bagian Ketiga 
Alat dan Mesin Peternakan 

Pasal 24 

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang 
peredarannya perlu diawasi. 

(2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan 
keselamatan dan keamanan pemakainya. 

(3) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang peredarannya perlu diawasi wajib diuji sebelum diedarkan. 

 

Pasal 25 

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan alat dan mesin peternakan 
dari luar negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang.  

(2) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri alat dan 
mesin peternakan dalam negeri. 

(3) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan 
peredaran alat dan mesin peternakan. 

(4) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih 
teknologi. 
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Pasal 26 

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin peternakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Keempat 
Budi Daya 

Pasal 27 

(1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan 
produk hewan. 

(2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya 
sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur berdasarkan Peraturan Menteri dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan di bidang penataan ruang. 

(4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya. 

 

Pasal 28 

(1) Pemerintah menetapkan hewan hasil budi daya yang memanfaatkan satwa liar 
sebagai ternak sepanjang populasinya telah mengalami kestabilan genetik 
tanpa bergantung lagi pada populasi jenis tersebut di habitat alam. 

(2) Satwa liar baik dari habitat alam maupun hasil penangkaran dapat 
dimanfaatkan di dalam budi daya untuk menghasilkan hewan peliharaan 
sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
konservasi satwa liar. 

(3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk 
satwa liar yang seluruh dan/atau sebagian daur hidupnya berada di air. 

 

Pasal 29 

(1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan 
peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. 

(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di 
bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh 
pemerintah daerah kabupaten/kota. 
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(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan 
jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha 
peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. 

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan 
ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak 
yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman 
yang ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri 
dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar. 

 

Pasal 30 

(1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara 
Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum Indonesia. 

(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing 
sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 

 

Pasal 31 

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak 
berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan 
menguntungkan serta berkeadilan. 

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: 

a. antarpeternak; 

b. antara peternak dan perusahaan peternakan; 

c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan 

d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha. 

 

Pasal 32 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin 
warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak. 
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(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan 
budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai 
kepentingan khusus. 

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk 
pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang 
peternakan. 

 

Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

Bagian Kelima 
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan 

Industri Pengolahan Hasil Peternakan 

Pasal 34 

(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik 
untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi. 

(2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, 
keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika. 

 

Pasal 35 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit 
pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha 
pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, 
pakan, farmasi, dan industri. 

 

Pasal 36 

(1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan 
pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke 
luar negeri. 

(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina 
peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan 
ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap 
meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. 
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(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam 
negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

(4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan 
apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam 
negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. 

(5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi 
hewan atau ternak dan produk hewan. 

 

Pasal 37 

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan 
produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam 
negeri. 

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri 
pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan 
yang digunakan sebagai bahan baku industri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-
hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

Pasal 38 

Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri 
pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai 
dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juni 2009 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd.. 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 



 295 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juni 2009 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

      REPUBLIK INDONESIA, 
 

  ttd. 
 

        ANDI MATTALATTA 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 84 
 
         Salinan sesuai dengan aslinya 
        SEKRETARIAT NEGARA RI 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
  Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 
 
 
 

       Wisnu Setiawan 


